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Bopgama ini kami sompaikan dengam hommat Perda Kabupaten
Dacrah Tingkat II’Pch:mg Nomor 18 Tahim 1993 tentang. Susun-

- an Organidasi dan Tata Ker;;a Pemerlnt'w.h Kelurahan, yang tel'w.h .
d:.tctapla.n olch Bup-wtl Kop’v,la Da.cr'w.h Tlngka.t IT Pemalang do~m
~ ngan Persetuauan Dewan Porwakilan Rakyat Dw;-u.h Kabupaten Dog
... ...rah Tingkat 1T Pemalmg pada tunggal 1 De,sombcr 1993. o »
Perda terscbut telah disahkon olch Gubernur Xepala Dacrah =
Tln,,kat I Jawo Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 22 Fob e
ruari 1994 Momor & 18833 /1 / 1994.

Sclanjutnys Perda terscbut telab diundangkan oleh Sckro~
taris Wilayah/Dacrah Tingkst IT Pemalang pada tanggal 26 Fob-
ruari 1994 dan dimuat dalan Lembarnn Dacrah Kahupgten Dacrabe
Tingknt II Pemalang Nomor ¥ 8 Tohun 1994 S ¢ » i D Nemor 4e

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGK4T II

BN

. Drse MOELJONO,
TEMBUSAN 3 Disampaikan kepada . Fombihn Utama Muda L o
| Tehe 8 NIF." 500 029 622. .
1e Bupcoti Kepala Dacrah Tingkat
II Pomalang ;‘ .o ‘ -
2« Subag TU Sctwilda Tingkat II ’

Femalang 3

3¢ A r s i Do~

o
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'NOMOR ¢ 8 TAHUN 1994 SERT D'NO s 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAFRAH TINCKAT II PEMALANG
NOMOR 18 TAHUN 1993
TENTANG
SUSUNAN ORGANTSAST DAN TATA KERJ &
 PEMERINTAH KELURAHAN -
DI KABUPA’I‘EN DAERAH TINGKAT II . PEMAL.ANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESa
BYPATI KEPLLA DAERLH TINGKAT IT PEMLANG

Menimbang ¢ bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelansaran pe
nycloaggaraan pemerintahan, poieﬂcs_anagn poembangunah

dan peningkatan mutu pelayanan kepads masyarckat ~

scbagal pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun -

1979 tontang Pomerintalian Desa scrta penyempurnann

Poratyuran Dacrah Kabupaton Dacrah Tingkat IT Pomo

e ~ lang Nomor 5 Tahun 1992 toatang Susunan Orgonisasi

dan Tata Kerja Pemorintah Kelurahan,maka porlu mos
nctapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemcrin
tah Kelurahan di Kabupaton Dacrah Tingkat II Pemao~
1gng,cio;1gan Poraturan Dacrah. . B
- Mengingat ¢ 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
‘ pokok Pomerintahan di Dacrah ;

z‘éaegoc;co(2)f
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2+ Undang-undang Nomor 13 Tahun 195 tontang Pembentukan Dag
rah-dacrdh*Ka’cupaton dolam lingkungan Propinsi Jeawn Tangah -
juncto FPeraturan Pemorintah Nomor 32 Tahun 1950 tontang Pe
netapan mulai - berlakunya Undang-undang Nemor 13 Tahun 1950
3s Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pomerintahan Dcla
4; Peraturan Pcmenntah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pongmg -
‘katan Kepala Kelurahan da.n Pcr—mgka.t Kelurnhan menjadi Powm- .
gowal Neogeri ' _ : ‘ =
54 Foraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tontang
B Podoma.n-{P-om‘bontukan,Pcdeohaen, Pcnya-b-uan dan Ponghapusan =
Ko’lurﬁhon H |
6. Peraturan Menteri Dalan Ncgcrl Nomor 5 Tahun 1981 tentang
 Pembontukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurabe
an ; -
7. Peraturan Menteri Dalam Negzeri Nomor 6"‘I‘ahun 1983 tentang
Pengawasan 4tas Jalannya Ponyelcnggara.an FPomorintahon Desa
/ Pemerintahan Kelurahan ;
8¢ Poraturan Meatori Dalam Ncgom Nomor 4 Tahun 1984 tenta.ng
Hok, Wewenang dan Kewajiban Kopdm. Desa/Knpala. Kelurachan -
scbagai Pimpinan Pomerintahan Dosa/Pemerintah Kelurshan § _& .
9¢ Peraturan Meateri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984 tentang
Persyaratan, Tata Cara Ponga,nggatan dan Pcmborhentlan cha
la Kelurahan dan Perangkat Kclurahan ¢ ’
10« Keputusan Meateri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 ten -
tang Pedompn Organisasi dan Tota Kerja Pomerintah Kelurabe
an ' _ | »
110 InstrUksSi o o o o s o s o0 o (3).
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11s Instruksi M(.n'bcrl Dalam Ncgcrl Nornor 21 Tahun 1992 tcm

Pelaks
1991 ¢

anaan chutus'm Menteri Dalam Negeri Womor 115 Tn

ontang Pedoman Orgam sasi dan Tata Kcraa Pemumn*f'

Kclur'a.ha.n. o N

Dengan pergolb

ujuan. Dowan Porwa.kilan‘ Ralgyat Dacrah Kabupaten Das

rah Tingkat II Pemalang.

- Menctapkan 3

“ WENUTUSKAN 3
PERATURLN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT PHN.
LANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJL PE'
RINT4H KEEURRHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II Pi
LANG, | )
B4 B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

‘Dalan Peraturan Dacroh ini yang dimsksud dengan

2%

be

de

Ce

Bupati Kopala Dacrah ialah Bupati Kopala Dagcrah '
kat IT Pomalang -

Kelurahan ialah Kelura.ha.n dalam W:.layah Kﬂb’upatCI..

Dacrah Tingkat II Pemal'mg :

, Kepala Kelurahan ialah Kopala Keluraban dalam Wil

yah Kabupatcn Dacrah Tingkat II Penalang ;
Sexretaris Kolurahan inloh Sckretaris Kelurahan ¢
lam Wilayoh Kabupatcn Dacrah Tingkat II Pemalang
Porangkat Kclurahan ialah Unsur Pemerintah Kelur:
an yang bertugas membantu polaksanaan tugas Kepa:

Kelurahan ;
£ chala e o o o o (f!



http://jdih,pemalangkab.go.id/

- 4 -
fo Kep,ﬂa Urusan ialah Perangkat Kolurahan yang mempu
nyai tugws melaksanakan urusaneurusan yang menjodi
bldmg tugasnya ;-
¢ oo L}nglmngqn ialah Lingkusgnn pada Kclurahan se Wila
yah Kabupaton Daora.h Tingkat 11 Pomalang 3
h. Kopala Lingkuagan ialah Porangkat Pomorintah Kelue
 rohan dalom Wilayah Kabupaten Dacrah Tingat II Ps
malang ; ‘ <
~ i. Kclompck Jabatan Fungsional ialah Prangkatb Pcmerln
" 4ah Kolurahan yang mempunyai tugas melaksanokan 8¢
" bagian tugns dan Lu.ngsn, sosual dengan keahlian dan

kebutuha.n.
B4 B II
KEDUDUKAN, TUGAS DLN FUNGSI
" Pasal 2

(1) Kelurahan merupakan dparat Poemerintah yang berada dibawah

Camat dan bertanggung jawab kepada Bupatl KoPaJ,a Dacrah =

melalui Camat.
(2) Kelurahan dipimpin elch scorang Kepala Kelurahant.
, Pasal 3 —~

’Koluraham mempunyai tugas melakukan penyclenggaraan pomerintah
an, pembangunan dan komasyarakatan dalam rangka menyclenggaras
kon urusan pemerintahan umum dan urusan pemerinfahan Dacrah di
wilayahgyos ‘ -

‘ v . ’Pasal,4u‘oo-\w'oo(5)o
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_ N Pasal &4
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimeksud Pasal 3 Perat:
an Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi : . oa

a, melekukan koordinasi"tefhadap»jalannya—pemerintahan Kelurahe:
peleksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;. ‘
b, melaksanakan tugas dibidang: pembangunan dan pembinaan kemasy:

rakatan yang mengadl tanggung jawabnya j

-

,'mclakukan usaha dalam rangka peningkatan partlslpasi dan uwé?

' ya gotong royong masyarakat ;
d, melakukan keglatan dalam rangka pemblnaan ketentramen dan ko
tertiban wilayahnya
e. melaksanakan fungsl-fung51 laln yang dlllnpahkan kepada Peme
rintah Kelurahan.

"B AB III
ORGANISASI .
‘ Pasal 5 )

(1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disueun berdasarkan Pola Mi:
mal dan Pola Maksimal,

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercaxtum'
dalam Lamplran I Peraturan,Daerah ini yang merupakan bagia.

'~ tidak terpisahkan’dari Peraturan Daerah ini,

Bagian Pertama ,
busunan Organlsasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal -
Pasal 6 ,
(1) Susunan Organisasi Pemerintah Keluraﬁan Pola Minimal terd’
dari : . | |
o "as Kepala o o s o o o o (07

3
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a, Kepala Kelurshan ;
b. Sekretarlat Kelurahan, terdiri dari 3 ( tiga ) Urusan ;.
- ¢o Lingkungar terdiri dari 2 ( dua ) Lingkungan ;
i) d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunann Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal
tercantum pada Lampiran II Peraturan Dasrah ini yang merupa

kan bagian tidak terpisahkan dari Peratwran Daerzh ini.

Paragrap 1 .
Sekretariat Kelurahan
Pasal 7
(1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada dibaweh
hepala Kelurahan. '
(2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Seckretaris Kelu
rahan, ' '
_ \ 5 Pasal 8
Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala-Kelurahan
dibidang pembinaan.administrasi dan memberikan pelayenar teknis
adminis&ratiﬁ_kepada seluruh perangkat.Pemerintah Kelurahan.
) Pasal 9 o
Untuk melaksanakan:tugas mebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan
Daerah ini, Sckretariat Kelurahan mempwnyail fungsi :
a., melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh -
Perangkat Kelurahan ; . ‘
b, melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan pro =
gram serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelonggara-
an tugas umum Pemerintah Kelurahan,pembangunan dan pembinaan

kesojahtsraan rakyat ;
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c. melakukan pemantauan terhadap keglatan penyelenggaraan tugs
umum pemerlntahan, pembangunan dan pumblnaan keseaahteraan
rakyat ' ‘

de memberlkan pelayanan kepada masyarakat dlbldang pemerlntahc
dan - keseJahteraan H

e. melakukan urusan surat menyurat kearsipan, rumah tangga,p-
lengkapan dan menyusun laporan serta memberlkan pelayanan.
teknis dan administratif kepada,éeluruh Perangkat Pemerinte
‘Kelurahan. -

Pasal“v10 1 NP

(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari @

a. Urusan Poemerintahan
-be Urusan Pemﬁangunan H
¢o. Urusan Umum, ,
(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh éeoraﬁg Kepala Urusan,
Pasal 11
Urusan Pemerintahan mempunyai tugas @
2. mengumpulkan, mengolah dan mengevalﬁési dsta dibidang peme
rintahan, ketentraman dan ketertiban ; .
b mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masya
rakat ; o ‘

" c. melakukan pg}éyéhén'kepada masyarakat dibidang pemerintahan.

ketentraman dan ketertibam
d., membantu tugas-tugaS"dibidang pamungutan Pajak Bumi dan Ba

ngunan ( PBB ) 3 :
e. membantu pelaksanaan dan pcngawasan Pemillhan Umum (PEMILU

f. L\ L] . . . . . > LN L (8)*
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f. membantu pelaksanaan'tugas-ﬁugas dibidarg keagrariaan se-
sual dengan peraturaﬁ perundangQundangan yarg berlaku ;

k. melakukan remblnaan ketentraman dan ketertlban masyarakat-

h, membantu }enyelenggaraan keglatan admlnlstra51 pertahanan-

: 'Sipll H - ‘

i. membantu pelaksanaar pengawasan tcrhadap penyaliran ban“- .

'tuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman-'
akibat bercana alam dar bencana lalnnya H

j.‘membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaltan dengan
pemblnaan kerukunan warga

k, melakukan<keg1atan admlnlstrasi kependudukan; {-

1., mengumpulkan bahan dan menyusurn laporan dibidang pemérine
takan, ketentraman dan ketertiban ;

m, melakukan tugas;tugas lair yang diberikan oleh Sekéetaris
Kelurahan, . o ’
Pasal 12

Urussx Pembarigunan mempunyal tugas :

a. mengumpulkéh, mengolah dan mengevaluasi data dibidang per
ekonomlan, pembangunarn dan kesegahteraan rakyat ;

b, melakukarn kegiatan pemblnaan terhadap perkopera81an, pengg
saha ekonomi lemah dan keglatan perekonomian lalnnya dalam
rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ’;

c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, ke -
]uarga berencana dan pcndldlkan masyarakat

d, melakukan pelayanan kepada masvarakat dlbldang perckonomlan,

pembangunan dan keseJahtcraan rakyat H



‘http://jdih.pemalangkab.go.id/

L)

T,

Be

R —
he

i

k.
1.

_ 9 -

melakekan kegiaten dalam rangksa moningkatkan swedaya dan pa
tisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomlan dan pel
sanaan pombargunan . _

membantu pembinaan koordinasi'pelaknahaan'pemﬁéngunan;sertr
menihga dan memslihara prasarana déﬁ_saréné fisik dilingkux;
an Kelurahan ; | -
melak¥kan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelun
rahan ' -

membantu, membina dan memyiapkan bahan-~bahan dalam rangka m
syawareh Lembaga Ketakanan Masyarakat Desa

membantyu’ mengumpulken dan menyalurkan dana/bantuan terhadap

korban bencana alam,dan bencana lainnya

. membanfu'pelaksanaan pembinaan kegiatar Pembinaan Kesejahtu

ar. Keluarga ( PKK ), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi .
masyarakatan lalnnya '; ' .
membina kegiatan pengumpulean zakat infa1 dan shadaqoh ;

membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia

(O PMI )

jull

merigumpulkan baban dan menyusun laporan d*bldang perakonomi:
pembangunan dan kesejahteraan rakyat H

‘melakukan tugas-tugas lain yang diberlkan oleh Seckretaris K

lurahan, .
Pasal 13 L

Urusan Umum mompunyal tugas @

8.

melakukan administraasl kepegawaian 7

b. melakukan administrasi keuangan § = °

c. melakukan urusan perleungkapam dar inventaris Kelurahan H

d.ooobooo-o(1o)o
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de mclnkukan urusan rumahl tangea

0. mongatur psxwelenggemmm rapat-rapat dinas dan upacara
£, mcl-\kuka.n urusan ta:ba. usaha Kelurahan H
e mcngumupulkm b—a,ha.n d.an monyusun l’a,porun Pemorlnta.h Kelu

rahan

he molakukan 'bug'v.s—tuga.s lain yong dlbemka.n oleh Sekrctams

KOl‘U_‘r'{},han‘ I &
L‘ingkuvnga,h' y -
Pasal 14 '

(1) Lingkungan adalah unsur peloksana Pemcrintah Kelurahan =
' dengan wilayah kerja tcrtentu, yang dalam peloksancan tu

_.gashya bbnmmbawo.h da,n ortanggxmg jawab kopgda cha.la
Kelurahan, ’

(2) Lingkuagan dlplmpln oléh scoraiggKepala Lingkungan.

(3) Penctapan lingkungan dan wilayoh kerjanya okan diatur kg

- mudlan dongan Keputusan Bupati Kepala Da.cra.h.

- Pasal 15 ° ’
L:mgku..go,n mcmpummi tugas memb:_mtu mclaksanakm tugas~tugas
opcra.s:Lona.l chala Kelurahan d':.lwm wilayah kerga.nyq, scsuai-

P

deingan kctcntuan yang berl -w.ku.v
Pa sal 16
Untbuk menyelonggarcd{m tu.g'a.s sobagaimana dimakaud Pasal 15 -
Pcraturo.n Daesub dni, Lingkungan mompunyal fungei
e mo,nb-mtu pelaksanaan tugas Kepala Kolurghan dalan wilngah
kerjanya ; '

bl .« 9 9 .;. '. ¢ & & '\(11)
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< b mcla.kukm pembinaan dolam ra.ngk-; momngka,tkan awadoye. dah
' tong royong magyarakat.
ce melakukan kogintan ponerangan tentang program Pemorintah kor
da masyarakat , ' , ﬂ ,
ds membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan mengkoordinag:
keziatan Rukun Tet mggﬁ./l-"iukﬁr:m.rga'di ﬁila,ya.h kerjanya ;.
Ce mcl'\kukan tugas~tugas luin ya ng diberikan oleh Kepala Keiu
rohan.
Paragraf 3 -
Kelompok J abatannFﬁnggmnnhl
Pasal 17 ‘
Kelempok Jabata n Fungsional mempunyai tugas mclakgannkan scbag”
tugas dan fungsi Kclurghan sesual dengan ke-xhllan dan kebutuhar
Pasal 18 '
{1)Kolompok Jabatan Fungsional sobagaimana dimaksud Pasal 17 Porat:
an Daora.h ini, tordiri dari scjumlah tonaga dalam jenjang jabat
an fungsichal yang terbagi dalam berbagal kclompek sesual dengo:
keahliannya.

(2)Setinp kelompek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpi.
"~ oleh scorang tonaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kopal:
Kelurahan. |

(3)Jumlah Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal i
ditcntukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjae

- (4)Jonis dan Jenjang Jabatan Fungsional sobagaimana dimaksud ayat
Pagal ini, diatur scsual dongan peraturan perundang-undangan y:

bexrl aku. . .
Bagj.an Kedua o o o o e c(12)
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“Bogian Kedua , .
Susunan Organimasgi..Poemerintah Kolbumhc;h
| - Pola Maksimal B
Pasal 19 |

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kolurahan Pola Maksimal torm
diri dari 1 o
éxo Kepala Xelurahan K
be Sckrotariat Kelurnhan, terdiri dari 5 (lima) Urusan ;
cs Lingkungan, toerdiri dari 5 (lima) lingkungan ;

. .

de Keclompgk Jabatan Fungsionals

g

(2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurnhan Pola Maoksimal
tercantum pada lompiran IIT Peraturan Dacrah ind yong morue
pokan bagian tidok terpisahkon dari Porattran Dacrah imi.

- Paragraf 1

Sckretariat Kelurchan

| Pasal® 20
Kedudukan, tugas dan fungsi Sckretariat Kolurahan sama dongan —

&

kOdﬂdukell, tugas dan fungsi Sckretariat Kelurahan pada organi.s_g
si'rPémcrizztah Kelurahan Pela Minimal scbagaimana dimaksud Pasal _
Ty 8 dan 9 Poraturan Dacrah ini.
B 7 ‘Pasal 21

(1) Sckretarigt Kelurahan tordiri dari 1

as Urusan Pencrintohan j |

be Urusan Ketentraman dan Keturtiban

¢e Urusan Poexmbangunan

de Urusan XKescjahtoraan Rakyat ;

o R

(2) v ¢ o 0 00w (13),

€o Urusan Um um.
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e
¥2) Ma51ng-ma51nc Urusan diplmpln oleh seorang Kepala Urusann
B ' Pazal 22 .
Urusan Pemerintah mempunyul tugas ;
a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dlbldang pemer
tahan _
b, mengumptlkan bahan dalam rangka pemblnaan wilayah dan masye.
»  kat 5 ’
| . melakukan pelayanan-képada mésyarakat H o
d. membantu tugas-tugas dibidang pemungutén Pajak Bumi dan Ba
ngtnan ( PB B ) 5§ °
e, membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU)
f. membantu pelaksanaan tugas~£ugas dibidang keagrariaan sesu
dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku H
g. melakckan kegiatan administrasi kependudukan H
h. mengmmpulkan bahan dar menyusun laporan dibidang pem;rintah
i. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris K
lurahan,
Pasal .23
Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
Ty mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang ketén:
N man dan ketertiban )

b. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat H
c. melakukan pelayanan masyarakat dlbldang ketentraman dan ket.
tiban § ’ ‘ L
-ds membantu penyelenggaraan kegiataﬁ édministrasilpertahan;n Gl
e, membartu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuar

pada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanar akibat

cana alam dan bencana lainnya ; B S
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f.
8e

b,

- 14 w
membantu dar mengusahakan keglatan yang berkaitan dengan
pertbinaan kerukrnan warge

mengumpnlkan bahan den menyusun laporan dibldang keton

traman dan ketertiban j

melakukan tugas-tugas lair yang diberikan oleh Sekretaris

Kelurahan,
Pasal 24

Urusan Pembangunan memprnyal tuges

t=1Y

b,

Ce

da

f.

mengumpwlkan, mengolsh dan mengevaluasi data dlbldang per
ekonomian dan pembangunan H

melakukan keglatan rembinaan terhadap Ferkoperaolan, pe=-
ngusaha ekonomi lemah dan kegiatan perckonomian lalnn,a -
dalan rangke meningkatkan kehidupan perekonomiar masyara-
kat |

melaknkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekono -

mian dan pembangunan j

melakukan kegiatan dalam rangka mcnihgkatkan-sﬁadaya'dan

partisirasi masyarakat dalam meningkatkan perckonomian -

dan pelaksanaan pembangunan ; - V
membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembungrnan ser
ta menjega dan memelihara prasarana dan sarana fisik di -
lingkungan Kelurahan ; '

meolakukan administrasi perekonomlan dan pembangunan di - -
Kelurahan $

membantu, membina dan menyiapkan bakan-bahan dalam rangka

rusyavarak bembaga Ketakasan Masyarakat Desa ( LKMD )

e o o o o o o o oo (15).

o

e
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mengumpﬁlakan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonom:
dan pembangunan ; . :
melakukar tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris K-
lurahar. ) ‘

3

Pasal 25

Urusan Kesejahteraan Rakyaf“mempunyai tugas

e

b

Ce

d.

Ce

f.

he

melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahferaag
rakyat |

melakukan pembinaan dalam bidang‘keagamaan, kesehatan, keluar
berencana dan pendidikan masyarakat ;

membantt mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadag
korban bencana alam dan bencana lainnya ;

membantu pelaksanaaa‘pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahtcr
an Keluarga ( PKK ), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi ¥
magyarakatan lainnya ;"

membina kegiatan pangumpulan zakat, infaq dan shadagah ; .
membantu pglaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia
(PMI) ; .
mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahter:z
rakyat ;. ‘ ‘

‘melakukan tugas-tugas lain yang diberikan olekr Sekretaris K:

rakan. oo
Pasal 26

Tugés Urusan Umum sama dengan tugas Urusan Umum pada Organisas.

Pemerintah Kelurahan Pola Minimal aebegaiqa@a dimaksud Fasal

Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 e .8 & o o v @ \//f‘
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Paragraf 2
. Lingkuugan
Pasal 27 i
Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkangan sa@a dengan ksdudukan.ﬁg
gos dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintak Kelurahan
- Pola Minimal sebagéimana‘dimaksud Pasal 1k, 15 dan 16 Peratur .

an Daerah ini, . o

Prragraf 3
Kelompok Jaﬁatan Fungsional
Pasal 28 »
Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan -
kelompok Jabatan Fungsional padé Orgarisasi Pemerintah Kelu -
rahan Pola Minimal sebagaimana dimaksud Pasal 47 dan 18 Per -

aturan Daerah dini,

BAB IV
JTATA KERJA
Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Keclurahan, Sekretaris Ke-
lurahan, Kepala Lingkungan, Kepala Urusan dan Pejabat Fungsig
nal melaksanakan koordinasi atas segala kegiatar pemerintahan
di Kelurahax, o -
_ Pasal 30

Setiap Pimpinan Satuan brgaﬁisasi dalém lingkungan Pemerintah
Kelurahan berkéwajiban melaksanakan pengawasan melekat ( WAS:
KAT ).

Pasal 31 e 8 & e- 8 0 0(17):
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- Pasal 31

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Penerintah

Kelurahan tertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan ba

.wahannya serta nemberikan bimbingan dan petunjnk-petunjuk ba-

gl pelaksanaan tugas masing-masing.
’ T Paéal S 32

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi &glam lingkungan Pemerintah

Keclurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing seor

ta menyampaikan laporan-berkala tepat pada waktunya.

BAB Vv °
KETENTUAN LAIN-LAIN
' Pasal 33

Jernjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawalan diaf

sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

¥

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34 '

Hal~hal yang beluﬁ diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan di-
atur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Dacrah sepanjang mengenai
pelaksaraannya. o

#

Pasal 35 ® & o o o+ & @ (18)

.“(}
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- Pas&l‘f}ﬁ‘

Sejak Petaturan Daerab iri berlaku, maka Peraturan Daerah -
Kabupaben Daerah Tingkgt II Pemalang Nomor 5 Tahun 1982-
teontang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Ke =
lurahan yang disahkan dengan Keputusan &ubsrnar Kepala -~
‘Decrah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 bésember 1982 No-
mor 188.2/322/1582 dan diundahgkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 24 Februari-
1983 Seri C Nomor 4 dinyatakan tidak berlaku lagi.:

Pasé% B

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

wAgar supaya setiap orang dapét m¢ngctahuinya monierintahkan - -

‘pengundangan Peraturan Daerah ini dengar penompatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pomalang,
Pemalang, 1 Desomber 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT  PEMALANG
 PEMALANG )
* KETU A,
caP - CAP .
ttd : ttd
-Drs, H. LASWADI,  Drs. H. SCEWARTONC.

Disahkan. s & ¢ o 8 o ® (19).

)
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DISAHKAN
Dengan Keputusan. Gubernur
. Kepala Daerah Tingkat T
Jawa Tengah
Tanggal : 22 Pebraari 1994 No. 188, 3/71/199#
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
"JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum-
CAP
ttd -
SUTJI ASTOTO, SH
NIP. 010 088 157,

" DIUNDANGEKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT ITI
PEMALANG | |
Nomor 3 8 Tanggal ¢ 26 -« 2 = 1994
Seri D Nomor : L

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
PEMAL ANG
CAP
ttd
Drs, MOELJONC.
Pendbdna Utama Muda
NIP. 500 029 622,
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PENJ ELASARNR ‘
ATAS R -
PERATURAN DAFRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT PEMALANG
 NOMOR 18 TAHUN 1993 & -
TENTANG
SUSUNAN CRGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN
DI KABUPATEN DAERAH‘TINGKAT 1T PEMﬁLANG ,

T. PENJELASAN UMUM, - | "' | ~
Bahwa dengan dikeluarkannya Keﬁutusaﬁ Menteri'Dalam Negerl T
Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Ofganisasi dan Tata =

. Kerja Pemerintah Kelurahan,maka Keputusan Merteri Dalam Ne |
geri Nomor 4k Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan tidak berlaku lagi. Se=
hubungan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat I1 Pemalang Nomor‘5 Tahun 1982 tentang Su -
sunan Organisasl dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan yang
penyusunannya mendasarkad kepada Keputusan Menteri Dalam Ne
geri Nomor 44 Tahun 1980 perlu ditinjau kembali,

1I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 31 ¢+ Cukup Jelas, - -z
Pasal 32 : Selain laporan berkala sebagal -

~—

mana dimaksud Pasal 32 ini, juga

termasuk laporan insidentil dan

laporan lain menurut kebutuhan,
Pasal 323 s/d. 36  : Cukup jelds. '

e

s qed

HA R AR AR GO RN KRR v
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) Lompiran I : Poraturan Dacrah Kabupaten
- » Dacrah Tingkat II Pomalang

Nomor ¢ 18 Tahun 1993
“Tanggal ¢ 1 Desember 1993.

DAFTAR PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN DATI II PEMALANG

Nomor 1 POLA MININ AL | POL4 MAKSIMAL

*

o 1+ 11.Paduraksa 1 Kebondalecm
TR | 1 2.Mulyoharjo..
! ‘ !.3¢Pé1ut,a n.
1 1 4e8ugihwaras.
1 1 |
! !

coemnn et e

S ——

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERLH BUPLTI KEPALL DAERLH TINGKAT I

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMIILNG $2PEMLL A NG
 KETU 4, .
C4P C4P
ttd t4d
- Dre. H. LLSWADI. Drse H. SOEWARTONO.



